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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan penulisan skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam
hasil penelitian dan analisis data oleh penyusun antara lain sebagai berikut:

Konseptualisasi dan kodifikasi hukum Indonesia tentang penguasaan
tanah ulayat di kawasan hutan, serta penerapannya. Bahwa kepemilikan
masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan berlangsung secara turun
temurun bahkan sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan
secara resmi oleh pemerintah. Menurut peraturan perundang-undangan yang
ada, pengendalian ini tidak dapat dilakukan sampai kawasan tersebut telah
dikeluarkan dari kawasan hutan yang bersangkutan. Reforma agraria telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, yang mengatur bahwa kewenangan pengelolaan kawasan hutan untuk
kepentingan produksi dan lindung, serta kawasan konservasi Tahura lintas
kecamatan, menjadi kewenangan Provinsi, berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria. Sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2017, telah ditetapkan penyelesaian penguasaan
tanah dalam kawasan hutan. Pengelolaan Hutan diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019, yang
merupakan peraturan daerah. Peraturan Pokok Pokok Agraria (UU No. 5
Tahun 1960) adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang Pokok-

Pokok Pertanian (UUPA).
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Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan
Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten
Sumbawa. Bahwa Kabupaten Sumbawa-NTB memiliki potensi kawasan
hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara
profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi
kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa
Mama ialah a. perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil
terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan
hukum Positif. b. Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap
penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap
pengelolaan atas tanah tersebut. c. Perlindungan hukum berupa penegakan
hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi,
penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan
pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir
yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum). BKPH Ropang adalah Peta
Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1:250.000. Landasan
hukum dalam memberikan perlindungan hukum ialah dalam berdasarkan SK.
Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-11/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta
Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi
NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai
dengan tahun 2016 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 27 April
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2017). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun
2019 Tentang Pengelolaan Hutan.
B. Saran
Adapun saran yang dapat penyusun berikan terkait Perlindungan

Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan adalah:

1. Di harapkan kepada pemerintah Desa bahwa keberadaan pemerintah desa
dengan mengeluarkan peraturan desa terkait pengelolaan hutan dan
menyikapi persoalan penguasaan tanah oleh masyarakat dikawasan
kehutanan dengan pola dan pendekatan secara hukum kebiasaan
masyarakat setempat dan memberi edukasi terhadap pentingnya
melindungi hutan dan keberlanjutan hutan dengan memperhatikan
kehidupan kearifan local masyarakat setempat.

2. Di harapkan optimalisasi koordinasi antar Lembaga Pemerintahan dalam
memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkala dengan
tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga
dan melestarikan hutan.

3. Di harapkan, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
harus bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional untuk tetap saling bersinergi dalam melakukan
evaluasi terkait dengan status tanah dan Kawasan hutan terutama terkait
dengan penetapan wilayah Kawasan di Kabupaten Sumbawa.

4. Di harapkan kepada BKPH Ropang unit XIlI NTB bahwa sosialisasi terkait

dengan aturan-aturan terhadap pengelolaan hutan, dan batas wilayah
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Kawasan dan penggunaannya terhadap kebutuhan hidup masyarakat
sebagai upaya edukasi dan pencegahan atas penguasaan tanah secara liar
dan penegakan hukum yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan
kekeluargaan dan mengutamakan pembinaan tentunya wajib hukumnya
profesionalitas yang memperhatikan masyarakat.

. Di Harapkan kepada Penegak hukum di bidang lingkungan hidup dan
kehutan diharapkan agar dalan proses penyelesaian penguasaan tanah di
dalam kawasan hutan dilakukan secara prosedur dan berkeadilan tentu
mengutamakan prinsip kemanusiaan.

. Untuk penyusun (penulis/peneliti) selanjutnya, diharapkan tulisan (tugas
akhir) ini, sebagai acuan pra penelitian (data awal) terkait dengan
Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa
khususnya kabupaten sumbawa yang penguasaan tanah di area dan atau

termasuk dalam kawasan hutan.
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